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beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah 

Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 
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9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara 

(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Utara Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara 

(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Utara Nomor 6);  

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.  

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 

adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan Kabupaten Barito Utara. 

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana 

Teknis dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan untuk melaksanakan kegiatan teknis penunjang. 

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur 

Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan. 

10. Subkoordinator adalah pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang 

melaksanakan tugas tambahan dalam melaksanakan tugas koordinasi 

penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi serta pelaporan sesuai bidang tugasnya selain melaksanakan tugas 
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utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

ketrampilan tertentu.  

12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 

berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 

13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang 

memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi 

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 

15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) 

tahun. 

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara. 

 
 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

 
Bagian Kesatu 

Kedudukan 

 
Pasal 2 

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 

merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan 

urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

 
Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

 
Pasal 3 

(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan, terdiri atas : 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, terdiri atas : 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
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2. Subbagian Program dan Keuangan. 

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 

d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan 

Infrastruktur; 

e. Bidang Penelitian dan Pengembangan;  

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

g. UPT. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Badan. 

(3) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Badan. 

(5) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

 

BAB III 

TUGAS DAN FUNGSI 

 
Bagian Kesatu 

Kepala Badan 

 
Pasal 4 

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 

fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang 

penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, penyusunan 

kebijakan teknis dan pembinaan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. 

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya.  

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :  

a. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan 

RPJMD; 

b. merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) berdasarkan Rencana 

Strategis (Renstra) organisasi perangkat daerah; 

c. melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan 

ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, 

keuangan, organisasi tata laksana; 

d. menetapkan dan mempublikasikan kebijakan dan kinerja sesuai dengan 

kewenangan daerah; 
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e. memimpin, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi organisasi sesuai kewenangan daerah; 

f. melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mitra kerja, 

meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat; 

g. mengontrol dan memantau pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan 

dalam rencana kerja tahunan; dan 

h. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan melaporkan kepada 

Bupati disertai saran atau pertimbangan teknis. 

 
Bagian Kedua 

Sekretariat 

 
Pasal 5 

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah 

tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan 

pelayaan teknis dan administratif terhadap tugas-tugas bidang secara terpadu. 

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas; 

b. pengelolaan rumah tangga Dinas; 

c. pengelolaan organisasi dan tata laksana;  

d. penyelenggaraan dukungan teknis dan adminisratif kepada bidang secara 

terpadu; 

e. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Dinas; dan 

f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat.  

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :  

a. mengoordinasikan perumusan konsep Rencana Strategis (Renstra) dan 

Rencana Kerja (Renja), kebutuhan anggaran dan rencana kinerja tahunan; 

b. mengoordinasikan penyusunan program kerja berdasarkan program kerja 

sekretariat dan masing-masing bidang; 

c. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, organisasi dan tata laksana; 

d. melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian dan 

keuangan serta aset; 

e. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang; 

f. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang, distribusi, 

pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan barang inventaris; 

g. melaksanakan fungsi kehumasan dan protokol atas program dan kegiatan 

yang dihadiri oleh pimpinan daerah; dan 

h. mengoordinasikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja 

Kunci (IKK) serta pelaporan kinerja lainnya. 

  
Pasal 6 

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas: 

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b. Subbagian Program dan Keuangan. 
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Pasal 7 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah 

tangga, perlengkapan, kearsipan, kehumasan dan urusan tata usaha 

kepegawaian. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. mengusulkan pengadaan pegawai, kenaikan pangkat, pemindahan, gaji 

dan tunjangan, pemberhentian dan penetapan pensiun; 

b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan 

naskah dinas, ekspedisi, kepustakaan, dokumentasi dan kearsipan; 

c. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, urusan perjalanan dinas 

dan protokol; 

d. melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi dan tata laksana 

perkantoran; 

e. menyusun rencana kebutuhan barang, pendistribusian dan penyimpanan 

barang inventaris; 

f. menyusun daftar inventaris ruangan dan melaksanakan pemeliharaan 

barang inventaris; 

g. melaksanakan pengamanan dalam dan luar lingkungan kantor serta 

kebersihan dalam dan luar kantor; 

h. menyiapkan rencana kebutuhan pengembangan pegawai, pendidikan dan 

pelatihan; 

i. menyiapkan Data Nominatif, Bezetting dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 

dan laporan kepegawaian lainnya; dan 

j. melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pegawai. 

 
Pasal 8 

(1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, 

rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan pelaporan kinerja serta 

melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan 

perbendaharaan. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kegiatan sub bagian sebagai bahan penyusunan 

rencana kegiatan sekretariat; 

b. menyusun Rencana Strategis (Renstra) badan; 

c. menyusun Rencana Kerja (Renja) murni dan perubahan berdasarkan 

Rencana Strategis (Renstra); 

d. menyusun KUA/PPAS anggaran murni dan perubahan; 

e. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) murni dan perubahan dan 

menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni dan perubahan; 

f. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja; 

g. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (LPPD), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan laporan 

kinerja lainnya; 

h. menyelenggarakan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundang- 

undangan yang berlaku; 

i. melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan 

kegiatan; 
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j. menyiapkan bahan perhitungan anggaran belanja dan mengoreksi laporan 

dan biaya perjalanan dinas; 

k. memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah 

Membayar (SPM); 

l. menyusun laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap akhir bulan; dan 

m. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

dan aset. 

 
Bagian Ketiga 

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah 

 
Pasal 9 

(1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan 

mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, pendataan 

dan informasi pembangunan, pengendalian, pemantauan, monitoring dan 

evaluasi serta penilaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. 

(2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 

fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tugasnya; 

b. pelaksanaan kebijakan berdasarkan bidang tugasnya; 

c. pelaksanaan pembinaan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai bidang 

tugasnya. 

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. melakukan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan 

pembangunan daerah; 

b. melakukan analisis dan pengkajian kewilayahan; 

c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan 

untuk perencanaan pembangunan daerah; 

d. melakukan pengintegrasian dan harmonisasi program-program 

pembangunan di daerah; 

e. melaksanakan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, 

pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah; 

f. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan 

perencanaan dan penganggaran di daerah; 

g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan 

daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil 

rencana pembangunan daerah; 

h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut 

penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan 

sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; 

i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data 

untuk mengetahui perkembangan pembangunan; 

j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah; 

k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai 

bahan dokumentasi; 
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l. melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 

pembangunan daerah; 

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan 

daerah; 

n. melaksanakan pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan 

pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan 

o. melaksanakan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan 

program pembangunan daerah. 

  
Pasal 10 

Susunan organisasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

 
Bagian Keempat 

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, 

Perekonomian dan Infrastruktur 

 
Pasal 11 

(1) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan 

Infrastruktur mempunyai tugas menyiapan bahan perumusan kebijakan, 

mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, 

pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur. 

(2) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan 

Infrastruktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tugasnya; 

b. pelaksanaan kebijakan berdasarkan bidang tugasnya; 

c. pelaksanaan pembinaan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai bidang 

tugasnya. 

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 

daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan, pembangunan 

manusia, perekonomian dan infrastruktur; 

b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan 

RKPD bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan 

infrastruktur; 

c. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 

Kementerian/Lembaga di Daerah; 

e. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas 

nasional; 

f. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar 

daerah; dan 

g. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat 

daerah lainnya. 
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Pasal 12 

Susunan organisasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian 

dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

 

 

Bagian Kelima 

Bidang Penelitian dan Pengembangan 

 
Pasal 13 

(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan kebijakan, pelaksanaan, fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan 

dalam penelitian, pengembangan, inovasi dan teknologi dalam rangka 

memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah. 

(2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tugasnya; 

b. pelaksanaan kebijakan berdasarkan bidang tugasnya; 

c. pelaksanaan pembinaan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai bidang 

tugasnya. 

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. merencanakan operasional kegiatan pada Kelompok Unsur penelitian dan 

pengembangan sosial dan pemerintahan, Kelompok Unsur penelitian dan 

pengembangan ekonomi dan pembangunan, dan Kelompok Unsur 

penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi sebagai penjabaran 

dari rencana program sebagai pedoman dan standar kerja; 

b. mengoordinasikan penyiapan bahan untuk menyusun dokumen 

perencanaan pembangunan dan menyiapkan bahan kebijakan berkaitan 

dengan penelitian dan pengembangan dalam bidang penelitian dan 

pengembangan; 

c. mengoordinasikan penelitian serta mengadakan kerja sama penelitian 

dengan instansi dan lembaga penelitian lainnya; 

d. menelaah data, proposal, dan usulan penelitian yang masuk untuk 

dipertimbangkan sebagai bahan penelitian lebih lanjut; 

e. mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan; 

f. menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia di bidang 

penelitian dan pengembangan; dan 

g. memberikan rekomendasi, melakukan pendampingan, melakukan 

pemantauan, dan meminta hasil penelitian kepada pekerja asing yang 

melaksanakan penelitian di daerah. 

 
Pasal 14 

Susunan organisasi Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 
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BAB IV 

KELOMPOK JABATAN 

 
Bagian Kesatu 

Kelompok Jabatan Fungsional 

 
Pasal 15 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 

dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 

sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional 

sesuai dengan bidang keahliannya. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 

12 dan Pasal 14 dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup 

bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama. 

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas 

membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan 

dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu 

kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. 

(5) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat 

pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang. 

(6) Ketentuan mengenai tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) ditetapkan oleh Bupati. 

 
Bagian Kedua 

Jabatan Pelaksana 

 
Pasal 16 

(1) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan 

Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam 

Jabatan Pelaksana. 

(2) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh Kepala Badan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) Uraian tugas Jabatan pelaksana diusulkan oleh Kepala Badan dan ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

 
 

BAB V 

UPT 

 
Pasal 17 

(1) Pada Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis 

penunjang badan. 

(2) Besaran organisasi, jumlah dan lokasi UPT ditetapkan berdasarkan ketentuan 

peraturan yang berlaku. 

(3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 
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BAB VI 

KEPEGAWAIAN DAN ESELON 

 
Bagian Kesatu 

Kepegawaian 

 
Pasal 18 

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas 

dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang 

berwenang dari PNS yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, 

Pengawas dan Jabatan Fungsional harus memperhatikan syarat dan 

kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan. 

(3) Formasi PNS disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan 

memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan 

peralatan yang tersedia. 

(4) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan. 

 
Bagian Kedua 

Eselon 

 
Pasal 19 

(1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama. 

(2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator. 

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau Jabatan Administrator. 

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas. 

 

 

BAB VII 

TATA KERJA 

 
Pasal 20 

(1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi dan 

kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, 

simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun  

antarsatuan organisasi di lingkungan Unit Kerja masing-masing maupun antar 

Perangkat Daerah serta dengan Instansi vertikal lainnya sesuai dengan tugas 

masing-masing. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-

masing dan bila terjadi kesalahan agar mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan unit kerja bertanggung 

jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan 

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk 

dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan 

laporan berkala tepat waktu. 








